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ABSTRAK
IBNUL MUBAROK: “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum
NIM.: 14116410001 Perkawinan di Indonesia (Komparasi antara Kompilasi
Hukum Islam, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dengan
Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-
Vili/2010)”

Hukum Islam yang selama ini dipahami secara umum, keabsahan suatu
perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum dari anak-anak yang
dilahirkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-
VI11/2010 lebih menekankan dan mementingkan pengakuan biologis semata.
Kedudukan anak hasil zina kini menjadi sama dengan anak yang lahir dari
hubungan perkawinan yang sah. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi itu
dianggap melegalkan hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan
anak. Persepsi tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak
hasil hubungan zina tetap memiliki hak nafkah, nasab, perwalian nikah, dan waris.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum anak yang
lahir di luar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam ( MKHI ) dan undang-
undang perkawinan ( UUP )? Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di
luar perkawinan menurut putusan MK: 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana
kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut fatwa MUI No. 11
Tahun 2012? Bagaimana hasil analisis komparasi kedudukan anak di luar
perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun
2012 dengan Putusan MK. .: 46/PUU-V111/2010?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak
yang lahir di luar perkawinan menurut KHI dan undang-undang perkawinan,
kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut putusan MK:
46/PUU-VI11/2010,kedudukan hukum anak di luar perkawinan menurut fatwa
MUI No. 11 Tahun 2012 dan komparasi kedudukan anak di luar perkawinan
antara KHI dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dengan Putusan MK.No.: .:
46/PUU-V111/2010.

Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif, bersifat kepustakaan
deskriptif-analisis. Penulis berupaya mengungkapkan kedudukan anak di luar
perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia menurut fatwa MUI No. 11
tahun 2012 dengan MK No 46/PUU-VIII/2010. Di samping itu, penulis berupaya
mengumpulkan data yang menyangkut konsep MUI dan MK tentang kedudukan anak
di luar perkawinan yang terdiri dari data tulisan-tulisan mereka, baik dalam karya-
karya yang telah dibukukan maupun yang masih berserakan di internet.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut KHI, UU Perkawinan dan
fatwa MUI , anak di luar nikah (anak zina) hanya memiliki hubungan keperdataan
dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun Mahkamah Konstitusi ( MK)
mengakui anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah, berarti akan
mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului
dengan pengakuan dan pengesahan, syaratnya dapat dibuktikan adanya hubungan
biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan dan
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tekhnologi, seperti melalui hasil tes DNA.Namun keputusan MK tersebut belum
dilaksanakan karena berbenturan dengan KHI, UU Perkawinan dan fatwa MUI.

ABSTRACT

IBNUL MUBAROK: "Dimiciling extramarital Child in Conjugal Right in

NIM.: 14116410001 Indonesia (Komparasi between Kompilasi Law Islam,
Religious advices of MUI No. 11 Year 2012 with MK
No 46/PUU-VI11/2010)”

Law Islam is which during the time comprehended in general,
authenticity an marriage very is determining of legal status of borne children. But
Lawcourt Constitution in Decision Number 46/PUU-V111/2010 more emphasizing
and making account of confession of eye biologis. Dimiciling child result of
adultery nowadays become is equal to child which born from valid marriage
relation. Hence, that Lawcourt Constitution decision is assumed is legal of
relation outside marrying without feeling concerned about child future. The
perception formed by because although is unattached of marriage, child result of
adultery relation remain to have maintenace rights, lineage, trusteeship do, marry
and heir.

The research problem is how the legal status of children born outside of
marriage according to Islamic law and the compilation of the laws of marriage?
How the legal status of children born out of wedlock by MUI fatwa. 11 In 2012?
How comparative study analyzes the position of the child outside of marriage
between Islamic law and the compilation of the MUI fatwa No. 11 of 2012 with
the decision of the Court: 46/PUU-V111/2010?

The purpose of this study was to determine the legal status of children
born outside of marriage according to Islamic law and the compilation of marriage
law, to determine the legal status of children born out of wedlock by MUI fatwa.
11 of 2012 and the comparative study analyzes the position of the child outside of
marriage between a compilation of Islamic law, the MUI fatwa No. 11 of 2012
with the decision of the Court: 46/PUU-VI111/2010.

This study is a qualitative research, literature is descriptive-analytical..
Writer cope to lay open to domicile extramarital child in Islam marriage law in
Indonesia according to religious advices of MUI No. 11 year 2012 with MK No
46/PUU-VI111/2010. Despitefully, writer cope to collect data which concerning
concept of MUI and of MK about dimiciling extramarital child consisting of their
articles data, goodness in masterpieces which have been booked and also which
still scatter in internet.

This study concludes that by KHI, the Law Marriage and religious
advices of MUI, child outside marrying (adultery child) only owning civil relation
with its mother and its mother family. As for Lawcourt Constitution differ
opinion, MK confess external child marry (result of biologis) as born in wedlock,
meaning will have heir relation with its father of him is without having to

viii



N
)
V)
-
U]
=3
(o]
3
]
o |
(o]
=
=
c
3
Fol
U]
3
U]
—
U]
o
3
9]
3
O
@
=
o
0]
3
-
U]
=
>
U]
-3
-
0]
3,
U]
o 8
=}
ol
)
U]
3
o
0]
e |
=1
=
-
U]
e
U]
o
=
3
=
U]
3
o
)
w
@
B
3
=
]
-3
o
| ok
w
7}
0]
o
W
0]
-
>
z
%)
g
@
=
=
2
=
.
U]
=]
@)
@
o
=)
;

o
o
@
>
Q
=
=
=
o]
=
=
Q
v
=
3
o
=
o
<,
=
QO
3
=
[}
=
[}
3
=
]
(o]
Q
P |
<
Q
o
«Q«
=
S
Q
=
o
jul
=
0
]
=1
O
c
[2]
L
o)
=
o]
o
=3
g
R
w
~
@
=
=
=
c
—
]
=
O
=
o
o
o
=]

fu
.
0]
3
Q
c
=
=l
o
=
=
o
-
<
)
=
3
=
c
-
=
[0)
o
@
-
=
=
©
]
3
o
@
3
=
&
F3
)
=]
o
@
3
o
=
o
=]
o
@
3
=
=
)
=
=
)
<
o
3,
)
=
o
@
3
<
=
7]
=
-
)
5
=
o
o
-
)
=]
el
@
3
=
=
L
3
~
=
=3
-~
)
2
)
=
=
=,
]
c
o
3
)
c
o
~—
=
3
o
7]
8,
)
=

4 i
o
o
=3
o
=
@
3
(]
=
[(e]
=
=
©
w
o
o
jab)
Q
[0}
=3
o
L
b
c
w
@
=
=
=
=
-
o))
<
o
—
=%
=
=)
=
[4)]
S
e
o
3
o
=
3]
Y
=
=
o
=
=
Y
3
o
o
S
3
)
=
<
@
o
=
=
=
joh)
=
@
c
3
o
(4]
-

L,
)
-
O
=
o
TS
Ny =
~ e
o U
g={ ©
ol ©
w] T
=
o B
S K
=5

(¢ m
Q B
C e
=1 =
oy =
o
-

=1 &
S
o z
e
o
=
O
@
o
e}
=

preceded with authentication and confession, on condition that can be proved by
the existence of relation of biologis between father and child of biologis pursuant
to and science of tekhnologi, for example passing result of DNA tes. But its
implementation of uncommitted field because impinging with KHI and of UU
marriage and religious advices of MUI.
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digunakan untuk hamzah d iawal kata
Xiv

t dengan titik di bawahnya
z dengan titik di bawahnya
¢ (apostrof), tetapi lambang ini tidak

¢ (koma) terbalik

T
z
G
F
Q
Y

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut,

Ta’
Za
‘ain
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Wawu
Ha’
Hamzah
Ya’

dapat dipilih alterntif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah

satu alternatifnya adalah pedoman di bawabh ini :
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4. Kata sandang alif + lam ( J!) bila diikuti huruf gomariyah ditulis al, contoh :
2> ditulis al-Islam. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf al diganti dengan
huruf syamsiyah, seperti 4Ll ditulis ar-Risalah.

5. Nama orang, istilah hukum dan nama-nama lain yang sudah dikenal di
Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah. Shalat
dan zakat.

6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh: s,
ditulis riddah.

7. Ta’ marbuthah diakhir kata: bila dimatikan ditulis h, seperti: ~ 4=x ditulis
bid’ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan

zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh:
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan budaya yang semakin pesat, pola perilaku di
tengah masyarakat pun semakin banyak mengalami perubahan. Hal itu
ditambah lagi dengan semakin maju dan canggihnya teknologi informasi.
Media-media yang mengandung unsur pornografi semakin mudah diakses
olen banyak orang. Fenomena seperti itu pula yang barangkali
melatarbelakangi timbulnya banyak kasus kelahiran anak di luar perkawinan
yang sah.

Padahal menurut hukum Islam yang selama ini dipahami secara
umum, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum
dari anak-anak yang dilahirkan. Tetapi Mahkamah Konstitusi dalam putusan
nomor 46/PUU-VI111/2010 lebih menekankan dan mementingkan pengakuan
biologis semata. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

perdata dan nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya juga memiliki

hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya
sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata
mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya™.!

! Berdasarkan uraian tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak
tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat juga didasarkan pada
pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-lai tersebut sebagai bapak. Dengan
demikian, terlepas dari soal prosedural/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus
mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, menurut Mahkamah Konstitusi (MK),
maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak
berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Putusan MK Nomor: 46/PUU-V111/2010 tanggal
13 Februari 2012, him.35



Adapun dalam perspektif Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan pasal 43 Ayat (1) dinyatakan, “anak yang dilahirkan di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya . Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan, “Kedudukan anak
tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.

Demikian juga pada Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden
Republik Indonesai Nomor 1 tahun 1991, Bab X1V Pemeliharaan Anak, Pasal
100 dinyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.®

Akibat dari lahirnya keputusan revolusioner Mahkamah Konstitusi
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tersebut, Majelis Ulama Indonesia ( MUI) menolak putusan MK dengan
mengeluarkan Fatwa nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil

zina dan perlakuan terhadapnya. Penolakan itu karena putusan Mahkamah
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Konstitusi tersebut seolah-olah melegalisasi perzinahan. Dengan putusan itu
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pula, anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan dari hubungan seorang

laki-laki dengan seorang perempuan tanpa didasari ikatan perkawinan yang

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonsia Tahun 2009, hlm.28. Selanjutnya
disebut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

® Di sini perbedaannya hanya kata “hubungan perdata” diganti dengan “hubungan nasab”,
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan,, him. 257.

* Dikatakan keputusan revolusioner karena selama ini sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, anak yang sah yang mempunyai hubungan hukum -baik perdata
maupun nasab-- adalah pertama harus diabsahkan dengan akad nikah (perkawinan); kedua
perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama bagi yang muslim dan di Catatan Sipil bagi non
muslim. Sementara menurut keputusan MK tersebut, hanya melalui tes darah semacam tes genetik
DNA, anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, ibu biologisnya,
keluarga ayah biologisnya, dan keluarga ibu biologisnya.
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sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku®-- adalah tetap diakui sebagaimana anak yang sah.°

Fatwa tersebut bertujuan menepis berbagai syubuhat (kerancuan) di
tengah umat Islam. Hal itu karena fatwa tersebut menyatakan dengan tegas
kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga tak perlu ragu lagi
berpegang terhadap aturan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan
bukan aturan yang lain yang dibuat manusia. MUI juga meminta kepada MK
untuk menganulir putusannya tersebut. Substansi dari fatwa tersebut adalah:
pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah,
waris, dan nafagah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya; kedua,
anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafagah

dengan ibunya dan keluarga ibunya; ketiga, anak hasil zina tidak menanggung

L,
)
-
O
=
o
TS
Ny =
~ e
o U
g={ ©
ol ©
w] T
=
o B
S K
=5

(¢ m
Q B
C e
=1 =
oy =
o
-

=1 &
S
o z
e
o
=
O
@
o
e}
=

dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, akibat nyata putusan

Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa kedudukan anak hasil zina kini
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menjadi sama dengan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah.
Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi  itu dianggap melegalkan
hubungan di luar nikah tanpa mengkhawatirkan masa depan anak. Persepsi
tersebut terbentuk karena walau tidak terikat perkawinan, anak hasil

hubungan zina tetap memiliki hak nafkah, nasab, perwalian nikah, dan waris.
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®> Mukhlisin Muzarie, Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil, (Yogyakarta: Pustaka
Dinamika, 2002), him. 124

® Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah
adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 42 dan Pasal 99 ayat (a)
Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kriteria yang sama untuk anak yang sah, yaitu anak yang
dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Mukhlisin Muzarie, Kontroversi
Perkawinan Wanita Hamil, him. 123
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Putusan MK yang diumumkan pada 17 Februari 2012 memiliki
konsekuensi yang sangat luas, yaitu mengesahkan hubungan nasab, waris,
wali dan nafkah antara anak hasil zina dengan lelaki yang menyebabkan
kelahirannya. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Bila anak hasil
zina sederajat dengan anak hasil perkawinan yang sah secara agama, maka
fungsi lembaga perkawinan jadi tidak berwibawa. Hal ini merupakan pintu
untuk membuka perzinaan.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat perbedaan
perspektif dalam menentukan kedudukan anak yang dilahirkan di luar
perkawinan antara keputusan Mahkamah Konstitusi di satu pihak dan fatwa
Majelis Ulama Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam, di pihak lain . Oleh
karena itu, menarik untuk dikaji dan dianalisis alasan-alasan atau dalil-dalil
hukum dari masing-masing pihak. Tesis ini akan melakukan studi
perbandingan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan fatwa Majelis
Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam , dengan judul : ”Kedudukan
Anak di luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
(Komparasi antara  Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010) .

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, masalah yang

hendak dikaji adalah sebagai berikut:



a. Bagaimana kedudukan  hukum anak yang lahir di luar perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan ?

b. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut
putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 46/PUU-V111/2010 ?

c. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan menurut
fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 ?

d. Bagaimana hasil analisis studi komparasi kedudukan anak di luar
perkawinan antara Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI nomor 11

tahun 2012 dengan putusan MK nomor : 46/PUU-VI111/2010 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah :

a. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar
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perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
Perkawinan

b. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan
menurut putusan MK nomor: 46/PUU-VI111/2010

c. Untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan

menurut fatwa MUI no. 11 tahun 2012
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d. Untuk menganalisis komparasi kedudukan anak di luar perkawinan antara
kompilasi hukum Islam dan fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dengan

putusan MK nomor : 46/PUU-VI111/2010
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Hasil penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi
pemikiran kepada pemerintah Indonesia dalam memperjelas implementasi
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena, pelaksanaan putusan
Mahkamah Konstitusi tersebut berimbas juga pada anak yang dilahirkan
akibat perbuatan zina. Terhadap kelompok anak luar kawin ini, maka
pemberlakuan aturan hukum harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan
konteks hukum yang berlaku (the living law). Sehingga pelaksanaan putusan

MK tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan

Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, belum pernah dilakukan penelitian

dengan judul “kedudukan anak di luar perkawinan dalam hukum perkawinan

di Indonesia (Komparasi perspektif Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis

Ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2012) dengan putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 46/PUU-VI111/2010 . Dengan demikian, penelitian ini adalah

asli. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah :

a. Tesis yang berjudul “Konsep Itsbat Nikah dalam Pernikahan Sirri menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.”
Tesis ini disusun pada Tahun 2011 oleh Masrukhin, Mahasiswa
Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati. Adapun masalah yang diteliti ialah:
Bagaimana Konsep Itsbat Nikah dalam Pernikahan Sirri menurut Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Hasil



o
T
(1]
=
Q
c
=
E=]
jah)
= |
{=r
o
7]
=
3
(]
=
o
<,
.y
jub}
=
=
1]
=]
1]
=
=
=
(=]
V]
-
e
1]
=3
«
=
S
[xh]
-
o
L
S
e
1]
- |
o
c
(7]
i 8
4]
=
jav}
Y]
o |
§
R
w
i
1]
e
I
=
c
.
jui}
=
O
=
4]
[=2
o
=}

A
Ooow
®pU
® OO
= =
te] {e]
355
D =]
3 m
te] 3
S&3
282
=i
N
% =
=
=5
2 x0
30 =
=]
B Sa
= )
g b
= =]
- @
) =]
=5 &
3 £
=
< W)
o _3
5o T
228
S8
e =
]
oM
LS5 o
] 0]
=]
“hE
A
= | V]
£5 2
=8
853
o
(7] [4}]
e =
5% 3.
— jub]
) =y
N
T E0
E8
w
® =S
N2
3 =
TO
o =
_8 —
E=g
“ o
28
m -y
= D
o VD
)

o
= 9
e E
= g
£ 5
& z
> =

=
£ o
= o
L c
S [
O 3.
= )
R
g’ ]
2 =]
: 0
o
o
—
=
3
)
7]
L
)
=

i 5
o
o
=3
o
=
@
3
(]
=
[(e]
=
=
©
o
o
o
jab)
Q
[0}
=3
o
L
b
c
w
@
=
=
=
=
-
o))
<
o))
=
=%
=
=)
=
[4)]
S
e
o
3
o
=
3]
Y
=
=1
o
=
=
Y
3
o
o
S
3
)
=
<
@
o
=
=
=
joh)
=
@
c
3
o
(4]
-

I
)
=
o
o
1)}
| <
) =
S =
® U
=] ©
M
w] T
%
2 B3
= BV
=

I m
=y 2
{:
==
oy =
@;‘
-3
g_
@
o =
i 2
Q
=
@)
@
o
o
=

penelitian ini menyimpulkan Pernikahan Sirri merupakan Perkawinan
yang tidak sah menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974. Namun
pernikahan Sirri dapat disahkan dengan cara mengajukan isbat nikah di
Pengadilan Agama. Relevansinya dengan penelitian ini, “anak yang
dilahirkan di luar perkawinan” dapat juga ditafsirkan sebagai anak yang
dilahirkan melalui perkawinan sirri, dan dapat disahkan dengan

mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

. Buku Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil. Buku ini merupakan tesis

yang dijadikan buku karya H. Mukhlisin Muzarie Tahun 2002. Adapun
masalah yang diteliti ialah: a) Bagaimana status Perkawinan wanita yang
hamil dari zina atau hubungan luar nikah? b) Bagaimana Hukum
persebadanan antar keduanya? c) Bagaimana status anak yang dilahirkan

dan hak untuk dinasabkan kepada ibu dan bapaknya?

. Tesis berjudul “ Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Hak-

Hak Asasi Manusia: Tinjauan terhadap Pasal-Pasal dalam UU No. 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaanya”. Dalam hal ini, penulisnya
mengkaji dan menelaah beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974
dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), karena ada
beberapa pasal yang dianggap belum sesuai dengan ketentuan hak asasi
manusia. Beberapa pasal yang menjadi bidikannya adalah perkawinan
antar agama, poligami, hak dan kewajiban suami-isteri, dan putusnya

perceraian beserta akibat hukumnya.



E. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.
Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik
atau proses tertentu terjadi.” Teori menguraikan jalan pikiran menurut
kerangka yang logis. Artinya, mendudukkan masalah penelitian yang telah
dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu
menerangkan masalah tersebut.?

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan teori
hukum Islam maqashid as-syari‘ah, teori Konstitusi dan teori peundang-
undangan.

1. Teori Tujuan Hukum Islam (magashid as-syari ‘ah)

Dalam  khazanah  hukum  Islam, Imam  asy-Syathibi
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mengembangkan teori tujuan hukum (magashid as-syari‘ah) dalam
karyanya al-muwafagat.’ Secara etimologi, kata magashid as-syari ‘ah dari

gasada berarti tujuan, sedangkan as-syari‘ah berasal dari Bahasa Arab
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yang berarti “jalan yang harus diikuti”. Kata as-syari‘ah secara harfiah
berarti “jalan menuju sumber mata air”.*° Syariah secara langsung berasal
dari perintah Allah. Namun demikian, di dalam memahami syariah ini ada

sedikit bagian campur tangan yang diberikan kepada manusia untuk

” Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986), him. 122.

®Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta:
Andi, 2006), him. 6.

° Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Beirut : Dar al-Ma’arif, 1975),
I, him. 6

A, Rahman . Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2002), him. 3.
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menafsirkan dan menjabarkan perintah Allah dengan metode dedukasi
analogis (giyas) maupun dengan metode lain. **
Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat 105:'?

v 8 - G_‘ﬁ’, T’- < T/

C

\o—

N
|
y

i
1
\

@

“Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan
membawa kebenaran supaya kamu mengadili di antara manusia dengan
apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi
penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena membela orang-
orang yang khianat”

Dan sabda Rasulullah SAW:

“Aku telah meninggalkan untukmu sekalian dua hal. Apabila engkau
semua berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-
lamanya. Dua hal itu adalah Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya (H.R.
Bukhari dan Muslim)

Dari ketentuan di atas, sumber utama hukum Islam yaitu al-Qur’an
al-Karim, dan sumber utama kedua yaitu Sunnah Rasulullah SAW, adapun
yang ketiga yaitu Ijma’ (kesepakatan para ulama) dan Qiyas (dedukasi
analogi). Melalui proses inilah, syariat bertujuan mengatur hubungan
antara manusia dengan Allah, dan sesama manusia alam dan
lingkungannya.

Tujuan  Syar’i dalam  pembentukan hukumnya adalah

merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhannya.

1y
Ibid.
Y Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, him. 139 ,

selanjutnya disebut Al-Qur’an dan Terjemahnya.
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Menurut Nukman Sulaiman, ada tiga tingkatan kepentingan kebutuhan

manusia,™ yaitu:

a. Kepentingan yang sangat mendasar (prinsipil) sekali, disebut dengan
kepentingan ad-dhardriyyah, yang meliputi yaitu pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, harta, nasab (keturunan).

b. Kepentingan yang sangat dihajatkan, disebutkan kepentingan hdjiyyah
yaitu perkara yang sangat dihajatkan manusia, tetapi tidak lah sampai
membahayakan, seandainya perkara itu tidak dipenuhi, seperti bahaya
yang timbul karena tidak terpeliharanya perkara ad-dhardriyyah.

c. Kepentingan yang sangat diperlukan (untuk penyempurnaan
kepentingan ad-dharQriyyah dan hgjiyyah.) yaitu tahsiniyyah.

ad-Dhar(riyyah adalah kebutuhan pokok yang harus terjamin dan
terlindungi dalam kehidupan manusia di mana saja, siapa saja, dan kapan
saja. Dalam wacana syariat Islam, ad-dharQriyyah yang harus dilindungi
atau dipelihara kemaslahatanya, yaitu meliputi: agama, jiwa, akal,
keturunan dan harta. Apabila tidak terpelihara atau terancam kelima hal
itu dalam kehidupan manusia, maka akan terjadi ketidak harmonisan. Oleh
karena itu, setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu
hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum
adalah berkaitan dengan kelima hal tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan teori tujuan

Hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap keturunan (nasab).

BNukman Sulaiman, Seminar Sehari tentang Meminjamkan Rahim untuk Kandungan

Bayi, (Medan: Yaspenda Univa, 1987), him. 1.

10
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Islam mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang shaleh,
keturunan yang menjadi panutan (dzurriyyata qurrota a’yun waj’alna
lilmuttaqina imama), bukan keturunan yang lemah (dzurriyyatan dhia‘fa).
Islam juga mensyariatkan makan yang halal dan baik (halalan thayyiban)
agar manusia tidak sakit sehingga keturunannya menjadi lemah, baik fisik
maupun psikis. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat
72:1

"N355) 80455 tns ré='->')J‘/:;; rﬁ Jirs 65l Kl 0 rQ Jax 4

>s &

@,j&;;..ai&’f;;; o ;Jja_..‘u‘ g,_.ﬁut

“Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri
dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu serta telah
memberimu rezeki dari yang baik-baik”

Dan Nabi sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang dirawikan
oleh an-Nas Ibni Malik, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Menikah itu merupakan Sunnahku, maka barangsiapa yang membenci
sunnahku, bukanlah dari golonganku™*®

Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan
dan orang yang menuduhnya karena keduanya merupakan kehormatan,
harga diri yang perlu dilindungi dari setiap keperibadian seseorang, baik
laki-laki maupun perempuan perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan
keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Dalam hal ini, Hasballah

Thaib berpendapat bahwa kehormatan merupakan bagian dari iman. Oleh

Y AI-Qur’an dan Terjemahnya, him.412
15 Sayyid sabiq, Figh al-Sunah, Juz 2, Dar al-Fath, Kairo.1416 H. 1995 M, HIm.107.

11
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sebab itu, untuk mencapai kesempurnaan iman, seseorang harus
melaksanakan perkawinan. Demikian juga menuduh palsu berbuat zina,
dapat merusak hubungan suami-istri dari kehancuran rumah tangga.
Termasuk di dalamnya perbuatan zina ini, seks melalui kekerasan,
perkosaan, dan pelecehan seksual. Untuk memelihara keturunan ini, Islam
memberikan sanksi hukuman yang berat dengan cara mendera kepada
pelaku zina dan penuduhnya. Seperti dinyatakan Allah dalam al-Qur’an

surat an-Nisa ayat 23: *°

I NP2 N P A ;/1’59 PPNy
"LJ)M)M}V.E:U ‘) V.é::..l&wﬁ

& A%

% E - %2 .
g_,..@.al)‘u_pjjl iy WGyl Gl (’._2—,-‘:'_@,,139} I G

ol e W05 T SUS et T e L

P e Gl A s 1 5 g 155
. ‘J}L;ngb \_)‘uLwML.aY‘uz;—‘gT/’/bwwub

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak yang
perempuan,saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak
perempuan dari saudarasaudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang
menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang
telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum campur dengan istrimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak ada dosa kamu mengawininya
(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu) dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...”

Dan firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Isra’ ayat 32: 7

' Al-Qur’an dan Terjemahnya, him. 120
Y AI-Qur’an dan Terjemahnya, him. 429
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“Dan janganlah engkau dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Demikianlah pentingnya pernikahan yang bertujuan memelihara
keturunan sehingga segolongan fugaha, vyaitu golongan Zhahiri
berpendapat bahwa nikah itu wajib, sedangkan ulama Maliki mutaakhirin
berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk
sebagian orang , dan mubah untuk golongan yang lainya. Demikian itu
menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran terdapat kesusahan
dirinya.'®

Ketika syariah itu diimplementasikan di tengah masyarakat, ia
dirumuskan dalam bentuk aturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Proses legislasi ini merupakan sebuah keniscayaan untuk
mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat yang semakin
majemuk. Dalam konteks Indonesia, proses legislasi itu diwujudkan dalam

bentuk Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974.

2. Teori Konstitusi

Konstitusi  dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Menurut

James Bryce , konstitusi merupakan kerangka negara yg diorganisir dengan

dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan : a. pengaturan

1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), vol. 11, him. 394,
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mengenai pendirian lembaga yang permanen, b. fungsi dari alat-alat
kelengkapan dan c.hak-hak tentang yang telah ditetapkan. *°

Konstitusi merupakan dasar berdirinya suatu negara, Konstitusi adalah
sumber dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu
negara dan tugas MK adalah menegakan konstitusi, hukum dan keadilan.
Pasca reformasi dan perubahan UUD 1945, Kkonstitusi dan hukum
ketatanegaraan bukan lagi sekedar objek teoritis. Akan tetapi dengan
kehadiran Mahkamah Konstitusi, implementasi teori dan upaya hukum tata
negara telah memperoleh ladang praktik yang subur. Pelaksanaan nilai-nilai
yang terkandung di dalam konstitusi menjadi lebih hidup dan berkembang.
Oleh karenanya, konstitusi kini bukan lagi menjadi lantunan pasal-pasal mati
yang pada umumnya selalu dijadikan sebagai pemanis kebijakan dan
formalitas belaka

Mahkamah Konstitusi memang memberikan angin perimbangan yang
segar, karena MK mencegah kubu legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden)
menjadi terlalu kuat. Masalahnya, saat ini MK justru terlalu kuat karena dapat
membatalkan undang-undang dengan mudah. Oleh karena itu, kekuatan
lembaga ini juga perlu diimbangkan. Antara lain dengan memberikan kuasa
bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi serta melarang MK
mengambil keputusan diluar permintaan penuntut. Keduanya melalui

amandemen.

¥ http://www.slideshare.net/mfitriyanil/teori-konstitusi-by-wahyu-pramesti-sh-mh  di

akses tgl 16-8-2013

14


http://www.slideshare.net/mfitriyani1/teori-konstitusi-by-wahyu-pramesti-sh-mh

o
T
(1]
=
Q
c
=
E=]
jah)
= |
{=r
o
7]
=
3
(]
=
o
<,
.y
jub}
=
=
1]
=]
1]
=
=
=
(=]
V]
-
e
1]
=3
«
=
S
[xh]
-
o
L
S
e
1]
- |
o
c
(7]
i 8
4]
=
jav}
Y]
o |
§
R
w
i
1]
e
I
=
c
.
jui}
=
O
=
4]
[=2
o
=}

A
Ooow
®pU
® OO
= =
te] {e]
355
D =]
3 m
te] 3
S&3
282
=i
N
% =
=
=5
2 x0
30 =
=]
B Sa
= )
g b
= =]
- @
) =]
=5 &
3 £
=
< W)
o _3
5o T
228
S8
e =
]
oM
LS5 o
] 0]
=]
“hE
A
= | V]
£5 2
=8
853
o
(7] [4}]
e =
5% 3.
— jub]
) =y
N
T E0
E8
w
® =S
N2
3 =
TO
o =
_8 —
E=g
“ o
28
m -y
= D
o VD
)

o
= 9
e E
= g
£ 5
& z
> =

=
£ o
= o
L c
S [
O 3.
= )
R
g’ ]
2 =]
: 0
o
o
—
=
3
)
7]
L
)
=

i 5
o
o
=3
o
=
@
3
(]
=
[(e]
=
=
©
o
o
o
jab)
Q
[0}
=3
o
L
b
c
w
@
=
=
=
=
-
o))
<
o))
=
=%
=
=)
=
[4)]
S
e
o
3
o
=
3]
Y
=
=1
o
=
=
Y
3
o
o
S
3
)
=
<
@
o
=
=
=
joh)
=
@
c
3
o
(4]
-

I
)
=
o
o
1)}
| <
) =
S =
® U
=] ©
M
w] T
%
2 B3
= BV
=

I m
=y 2
{:
==
oy =
@;‘
-3
g_
@
o =
i 2
Q
=
@)
@
o
o
=

Terkait dengan penelitian ini MK mempunyai wewenang secara

merdeka untuk menguji materi undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana
diajukan oleh Machicha Muchtar dan putranya yang menguji materi UU

Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) .

3. Teori Perundang-Undangan

Undang-undang adalah dasar dan batas bagi kegiatan
pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas
hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan
hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Jelasnya menurut Bagir
Manan,? Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara
atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat
dan mengikat secara hukum.*

Teori perundang — undangan mengajarkan bahwa dalam suatu
proses pembangunan atau masa transisi maka misi pokok suatu rancangan
undang — undang (RUU) terletak pada penyaluran perilaku pihak yang
dituju. Oleh karena itu, undang — undang berfungsi sebagai alat utama

pemerintah. Suatu RUU pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu

20 Bagir Manan, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional,

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.him. 24.

2 Dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang

dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan negara (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama), Lihat
Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan
Undang-Undang Berkelanjutan, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2009, him.25
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perilaku bermasalah dengan menginstruksikan pihak yang dituju tentang

bagaimana mereka harus berperilaku.??

F. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan
bertujuan. Data atau informasi yang dikumpulkan harus sesuai dengan
persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut berkaitan, mengena dan tepat.*
Sedangkan metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran
yang telah ditentukan.?* Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa
perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna
memperoleh hasil yang maksimal. Antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian Tesis ini adalah Penelitian Kualitatif yaitu
kesimpulannya dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) deskriptif-analisis,
yaitu mengungkap isi suatu perundang-undangan dan produk hukum yang
telah dipaparkan secara sistematis.”® Metode ini bertujuan untuk

mengumpulkan data-data dan informasi dengan menggunakan bantuan

22 Ann Seidman dkk. diterjemahkan oleh Johanes Usfunan, Penyusunan Rancangan

Undang — Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk
Pembuat Rancangan Undang — Undang, Business Advisory Indonesia University of San

Fransisco School of Law Indonesia Program2002,,him. 289
2 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Ull Press, t.t.), him. 55.
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineke

Cipta, 2002), him.126

% Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Samasin, 1998) Edisi

11, him. 159

16



o
T
(1]
=
Q
c
=
E=]
jah)
= |
{=r
o
7]
=
3
(]
=
o
<,
.y
jub}
=
=
1]
=]
1]
=
=
=
(=]
V]
-
e
1]
=3
«
=
S
[xh]
-
o
L
S
e
1]
- |
o
c
(7]
i 8
4]
=
jav}
Y]
o |
§
R
w
i
1]
e
I
=
c
.
jui}
=
O
=
4]
[=2
o
=}

A
Ooow
®pU
® OO
= =
te] {e]
355
D =]
3 m
te] 3
S&3
282
=i
N
% =
=
=5
2 x0
30 =
=]
B Sa
= )
g b
= =]
- @
) =]
=5 &
3 £
=
< W)
o _3
5o T
228
S8
e =
]
oM
LS5 o
] 0]
=]
“hE
A
= | V]
£5 2
=8
853
o
(7] [4}]
e =
5% 3.
— jub]
) =y
N
T E0
E8
w
® =S
N2
3 =
TO
o =
_8 —
E=g
“ o
28
m -y
= D
o VD
)

o
= 9
e E
= g
£ 5
& z
> =

=
£ o
= o
L c
S [
O 3.
= )
R
g’ ]
2 =]
: 0
o
o
—
=
3
)
7]
L
)
=

i 5
o
o
=3
o
=
@
3
(]
=
[(e]
=
=
©
o
o
o
jab)
Q
[0}
=3
o
L
b
c
w
@
=
=
=
=
-
o))
<
o))
=
=%
=
=)
=
[4)]
S
e
o
3
o
=
3]
Y
=
=1
o
=
=
Y
3
o
o
S
3
)
=
<
@
o
=
=
=
joh)
=
@
c
3
o
(4]
-

I
)
=
o
o
1)}
| <
) =
S =
® U
=] ©
M
w] T
%
2 B3
= BV
=

I m
=y 2
{:
==
oy =
@;‘
-3
g_
@
o =
i 2
Q
=
@)
@
o
o
=

bermacam-macam buku, majalah hukum , artikel hukum dan dokumen-
dokumen lainnya %

Metode analisis pada tahap ini merupakan pengembangan dari
metode deskriptif. Adapun fokus utama metode analisa dari penelitian ini
adalah mendiskripsikan, membahas serta mengkritisi, dari sisi materiil dan
formil terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-
VI111/2010, dan fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012.

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut penelitian
hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian hukum kepustakaan.?’
Selanjutnya metode yang didapati dari penelitian ini adalah metode
induktif. Metode Induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari
fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit kemudian menuju kepada
generalisasi yang bersifat umum.?® Induktif merupakan pola pikir ilmiah
yang memiliki fungsi merumuskan dan menentukan masalah serta
meramalkan kemungkinan jawaban masalah, sehingga fungsi pemikiran
ilmiah secara induktif dalam penelitian ini yaitu dapat mengidentifikasi
masalah serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan

menggunakan kerangka pemikiran induktif.

%Mardalis, Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara

1998), him. 28.

27 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004), him. 23-24.

%8 Bambang Sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010),

him 12-13.
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Mengenai penelitian ini juga disebut penelitian legal research
dalam penelitian ini tidak mengenal data lapangan atau dengan kata lain
disebut field research sehingga penelitian ini hanya berfokus terhadap
bahan-bahan hukum saja.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,
yang dilakukan dengan sistematik, terkontrol, empirik dan kritis mengenai
hipotesis hubungan yang diperkirakan terjadi antara fenomena alam
sebagai suatu variabel tertentu dengan varibel lainnya.?® Penelitian dengan
jenis yuridis normatif  pada hakikatnya menunjukkan pada suatu
ketentuan. Pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan

informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari
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jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (Status Approach) atau pendekatan yuridis

0

yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.--** Pendekatan
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perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-
undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan
diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka

kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
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2% Abdullah Ali, Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya llmiah, (Cirebon : STAIN
Cirebon Press, 2007), hal. 53.

%0 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Madar Maju,
2008), him. 92.
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kesesuaian--*! antara satu undang-undang dengan undang-undang yang
lain.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).*> Pendekatan ini
dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk
masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas
hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

c. Pendekatan komparatif atau perbandingan, yaitu untuk menemukan
persamaan dan perbedaan antara berbagai konsep atau pendapat
mengenai kedudukan hukum anak yang di lahirkan di luar perkawinan

menurut Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI dan keputusan
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Mahkamah Konstitusi RI
3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber yaitu:
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data primer, sekunder dan tersier. Pertama, data hukum primer yaitu yang
diambil dari sumber aslinya, yaitu berupa undang-undang yang memiliki
otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan
bermasyarakat,® dan juga dalam penelitian ini karena terkait dengan

hukum Islam seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia maka dalam hal ini
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31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010 ), him. 93

%2 Jhonny lbrohim, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang; Bayumedia
Publishing, 2007), him. , 306.
% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 142
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a.

b.

termasuk dalam data hukum primer, untuk data ini penulis mengambil

bahan hukum primer dari:

UUD 1945 yang telah diamandemen

Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI111/2010 mengenai

judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Fatwa MUI Nomor : 11 Tanggal 10 Maret 2012

Kitab Figh yang terkait dengan fokus penelitian ini seperti:

a) Sayid Sabig, Figh Sunnah, (Mesir : Dar al-Fath, 1995), Juz 2

b) Wahbah Zuhaili, al-Figh al-lIslamy wa- Adillatuhu, (Damaskus:
Dar al-Fikr , 2006) Juz 9.

¢) Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab (Ja fari,

Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali), Jakarta: Lentera, 2002.
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Sumber data yang kedua adalah data hukum sekunder, data hukum
sekunder merupakan data hukum yang memberikan keterangan terhadap
data hukum primer dan diperoleh dengan cara tidak langsung dari
sumbernya atau dengan Kkata lain dikumpulkan oleh pihak lain,®* berupa
buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud
laporan, buku-buku hukum® serta karya ilmiah lainnya yang terkait
dengan topik penelitian tersebut, serta opini-opini yang bersinggungan
sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan
dalam penelitian ini.

Sumber data yang ketiga, yaitu tersier, sumber data hukum tersier
yakni data hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna
terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum,

ensiklopedia dan lain-lain.

. Metode Pengumpulan Sumber Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah
dengan menggunakan :
a. Metode Studi Kepustakaan (Bibliography Research)
Yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk

mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 36.
% Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, him, 12.
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yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.*®
Dari studi pustaka, dapat diketahui langsung konsep Kedudukan
Hukum anak di luar perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI serta
putusan Mahkamah Konstitusi RI
b. Metode Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk
menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang
berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen dapat digunakan karena
merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.®’

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang

menggunakan dokumentasi maka diharapkan agar penelitian ini lebih
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terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumentasi
merupakan sumber penting yang menyangkut hukum perkawinan

Islam di Indonesia khususnya masalah kedudukan hukum anak yang
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dilahirkan di luar perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan
dan kompilasi hukum Islam, Serta untuk menggunakan analisis
komparatif, maka dibutuhkan juga perspektif yang baru yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010 dan fatwa MUI
nomor 11 tahun 2012 serta kitab-kitab figh sebagai perbandingan

analisis.
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c. Metode Pengelolaan Sumber Data

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, him. 55.
87 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, him.135
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Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh
dari sumbernya tersebut, serta agar data terstruktur secara baik, rapi,
dan sistematis, maka pengolahan data dengan melalui beberapa
tahapan menjadi sangat urgen sekaligus signifikan. Adapun tahapan
pengelolaan data dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai
berikut:

a. Editing

Tahap ini dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang
telah diperoleh oleh peneliti terutama kelengkapannya, kejelasan
makna, kesesuaian dengan relevansinya dengan kelompok data yang
lain dengan tujuan apakah data tersebut sudah mencukupi untuk
memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi
kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian, serta untuk
meningkatkan kualitas data dalam penelitian ini.

b. Classifying

Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan
dokumentasi oleh peneliti tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan
sumbernya. Hal ini untuk memberi penekanan pada tingkat prioritas
data yang telah diperoleh tersebut.

c. Analyzing

Dengan cara menganalisis isi perundang-undangan secara

konseptual yang kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai dasar

penarikan suatu kesimpulan.
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d. Concluding

Tahap terakhir dari pengolahan data di sini adalah penyimpulan
dari bahan-bahan penelitian berupa data yang telah diperoleh itu,
dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam

bentuk penelitian.

Dengan kata lain teknik pengelolaan data yang dilakukan yaitu data
yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (editing),
penandaan (Classifying), analisis (analysis), penyimpulan (Concluding),
berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari
rumusan masalah. Kemudian bahan hukum hasil pengolahan tersebut
dianalisis secara kualitatif, dan kemudian di lakukan pembahasan.
Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Sistematika Pembahasan

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan
tujuan dalam penelitian ini serta hal lain selayaknya dalam bab 1. Hal ini
untuk membatasi dalam penelitian agar tidak lepas dari tujuannya, serta
mengungkap mengapa penelitian ini dilakukan serta teori dan konsep yang
melatar-belakanginya.

Bab 11, menguraikan kedudukan anak di luar perkawinan dan hak-

haknya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
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Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini akan dideskripsikan konsep hukum
anak yang sah menurut hukum positif (figh kompilasi).

Bab I1l, membahas kedudukan hukum anak di luar perkawinan
menurut perspektif  putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 46/PUU-
VI11/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Bab 1V, mendeskripsikan kedudukan anak di luar perkawinan
tinjauan fatwa MUI nomor 11 tanggal 10 Maret 2012 tentang kedudukan anak
hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Bab V Pada bab ini menguraikan analisis isi (content analysis) dan
perbandingan (komparatif)  terhadap Kompilasi Hukum Islam, putusan
Mahkamah Konstitusi dan fatwa MUI tersebut Kemudian menyimpulkan
kedudukan anak di luar perkawinan di Indonesia yang dalam undang-undang
dijanjikan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (UU Perkawinan nomor 1
Tahun 1974, Bab IX Kedudukan anak, Pasal 43 ayat (2).

Bab VI, Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran yang
merupakan uraian singkat atas jawaban yang telah dirumuskan dalam
rumusan masalah dan merupakan rekomendasi peneliti guna memberikan

pendapat untuk analisa hukumnya.
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